
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Safinan 

PERATURANBUPATIBOJONEGORO 
NOIIOR 22 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOJIAN TEKIUS PEMBERI.AK PllfJAIIAlf MODAL KERJA 
BAGI KOPERASI, USAHA KECIL OAK IIEJIIE1'GAH 

DIKABUPATEKBOJONEGORO 

DENGA1' RAHMAT TUllAN YANG IIABA E8A 

BUPATIBOJONEGORO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang bcrbasis usaha 
ekonomi kerakyatan melalui penyelenggaraan program 
pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, perlu 
dilakukan penguatan modal u$8.ha guna meningkatkan 
pendapatan dan omzet penjualan melalui pemberian 
pinjaman modal usaha yang bcrsumber dari Anggaran 
Pendapat.an dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka agar dalam penyclenggaraan 
pemberian pinjaman penguatan moda l dapat berjalan 

dengan bail<, efektif dan efisien, diperlukan mekanisme 
pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati tent.ang 
Pedoman Teknis Pemberian Pi.njaman Modal Kerja Bagi 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten 
Bojonegoro; 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pcmbentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan. pada tanggal 
8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nort\0r' 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndoneRia Tahun 2007 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Repbulik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemcriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan 
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
yang kcdua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tnhun 
2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Kcuangan Antara Pemcrintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tcntang Usa.ha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Pcraturan Pcrundn.ng-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Rep\Jhlik Indonesia Nomor 

5234); 
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 
2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5355); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Stander Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4858); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pcmbinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor l 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Pcraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2006 tentang 
Pclaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

15. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentD.ng 
Pembagian Urusan Pcmerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahnn Daerah Provinsi don Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2008 tentang 
lnvestasi Pemerintah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812); 

17. Pcraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah 
sebagaimana telah diubah yang kcdua kalinya dcngan 
Pcraturan Mentcri Oalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011; 

18. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tcntang Petunjuk Teknis Penyusunan da.n Penctapan 
Standar Pclayanan Minimal; 

19. Peraluran Menteri DaJam Ncgeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembcntukan Prociuk Hukum Daerah; 

20. Peroluran Mentcri Oalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pcmerintah Dacrah; 

21. Peraruran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 
2007 tcntang Pembcrdayaan Koperasi, Usaho Mikro Kecil 
dan Menengah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Oaerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2008 Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah 
Knbupaten Bojonegoro (Lembaran Dacrah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kcrja Dinas Kabupaten 
Bojoncgoro scbagaimonn telah diubah yang kcdua kalinya 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 
Tahun 2011; 
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25. Peraturan Bupati Bojoncgoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Tugas Pokok dan Fungsi Oinas Kabupaten Bojonegoro 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dcngan 
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEOOMAN TEKNIS PEMBERJAN 
PINJAMAN MODAL K.ERJA BAGI KOPERASI, USAHA KECIL 
DAN MENENGAH Of KABUPATEN BOJONEOORO. 

SAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam. Pcraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan : 
1. Oaerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
4. Anggaran Pendapatttn dan Bclanja Oaerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rcncana tahunan keuangan Pemcrintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Oaerah dan OPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah. 

5. Dinas adaJah Dinas Koperasi, Usaha Kccil dan Menengah Kabupaten 
Bojonegoro. 

6 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mencngah 
Kabupa ten Bojonegoro. 

7. Lembaga Pcrbankan adalah Lembaga Bank, bail< milik pemerintah 
maupun swasta yang d1tunjuk berdasarkan perjanjian kcrjasama olch 
Oinas sebagai pelaksana dalam kegiatan pemberian pinjaman modal kerja 
bagi Kopcrasi, Usaha Kccil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro. 

8. Pinjaman Modal Kerja adalah pemberian pinjaman sejumlah uong kepada 
Koperasi, Usaha Kccil dan Mcnegah yang digunalcan untuk tambahan 
modaJ usaha 

9. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang tcla h ditentukan 
waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman 
kepada OinnR melalui lcmbagn pcrbankan yang ditunjuk, dalam bat.as 
waktu yang ditcntukan. 

10. Pcngusaha adalah orang yang berusaha baik di bidang perdagangan 
maupun industri. 

11. Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik 
orang/ pcrorangan a tau usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 
yang dilaku.kan orang/ perorangan at.au badan usaha yang bukan anak 
perusahaan. 

J 2 . Koperasi adalah Koperasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 tcntang Perkopcrasian. 
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BAB II 
RUANO LJNOKUP 

Pasal2 
Ruang lingkup da!am Peraturan Bupati ini meliputi : 
1. Maksud, Tujuan dan Sasaran; 
2 . Sumber Dana; 
3. Kerja Sama; 
4 . Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan; 
5. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Kerja; 
6 . Pcmbinnnn, Monitoring, Evaluo.si, dAn Pelaporan. 

BAB Ill 
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 3 
( 1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mengatur seca.ra 

teknis pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja bagi Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro. 

(2) Peraturan J:iupati ini dJsusun dengan tujuan untuk mengendnJikan 
pcnggunaan dana bantuan pinjaman modal kerja bagi Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah yang bcrasal dori Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Oaerah agar dalam pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja dapal 
berjalan secara efektif, tertib dan tepat sasaran dalam rangka 
menstimulan pcrcumbuhan ekonomi guna pcningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

(3) Penerima pinjaman dalam kegiatan pemberian pinjaman modal kerja 
adalah : Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro. 

BABIV 
SUMBER DANA 

Pasal4 
Sumbcr dana pinjaman modal kerja bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 
di Kabupaten Bojonegoro adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

BABV 
KERJA SAMA 

PasalS 
(1) Kegiatan pcmberian pinjaman modaJ kerja bagj Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menegah di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui kerja sama 
antara Dinas dengan Lembaga Perbankan yang dituangkan daJam bcntuk 
Perjanjian Kerjasama. 
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(2) Pcrjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) mcmuat 
fungsi Lembaga Pcrbankan untuk menjadi kuasa Dinas dalom 
pelaksanaan kegiata.n pemberian modal kerja bagi Koperas1, Usaha KecU 
dan Mcnengah di Kabupaten Bojonegoro 

(3) Bcrdasa.rkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada l:lyat (2), 

Lembaga Perbankan menindaklanjuti membuat Perjanjian Kcrjasama 
dengan penerima pinjaman modal kerja, dan paling sedikit mcmuat 
pclaksanaan penyaluran pmJaman, peoyimpanan surat jaminan, 
pengembalian pinjaman dan lain-lain sesuai dcngan kesepakatan kedua 
belah pihak. 

(4) HaJ-hul yaJlg diatur dalam Perjanjinn Kcrjasama sebagnimanA dirnaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan 
Pcrundnng-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEOIATAN 

PasaJ 6 
(1) Tim Tcknis scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 angka 4, dibentuk dan 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 
(2) Kepala Dinas menunjuk anggota Tim Teknis berdasarkan pertimbangan 

kemampuan dan kompeLCnsi para calon a nggotanya. 
(3) Jumlah anggota Tim Teien.is paling sedikit 5 (lima) orang atau discsuaikan 

dengan kcbutuhan. 
(4) Anggota Tim Teknis terdiri dari unsur Dinas dan Kerjasama Lcmbaga 

Perbankan. 

PasaJ7 
(1) Tim Teknfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas 

scbagai berikut : 
a. Melaksanakan sosialisasi kcpada masyarakat tenta.ng adanya kegiatan 

pembcrian pinjaman modal kerja; 
b. Mcnyediokan formulir pendart.aran permohonan pinjaman modal kerja; 
c. Melakukan verifikasi dan seleksi administrasi terhadap para pemohon 

pinjaman modal kerja; 
d . Melaksanakan peninjauan lapangan atnu survey terhadap usaha 

ekonomi para pcmohon sebagai bahan pc::rtimbangan dalam 
membcrikan pinjaman modal kerja; 

c . Melaksanakan evaJuasi secara bcrkala sctiap 2 (duo) bulan seknli 
terhadap penerima pinjaman modal kerja yang selanjutnya dilaporkan 
kepada Kepala Dinas sctelah bantuan ditcrima oleh para pemohon. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim 
Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Pelaksana pendataan pcmohon bontuan pinjaman modal; 
b. Petnksana peninjauan. pengumpulan dan pcngolahan data pemohon 

bantuan modal kerja; 
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c. Pelaksanaan evaluasi hasil survey atau peninjauan; dan 
d. Pelaksanaan evaJuasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberian 

pinjaman modal kerja. 
(3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayal (2), Tim Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

BABVTI 
MEKANISME PEMBERJAN PINJAMAN MODAL 

( 1) Kopcrasi 

Bagian Kesatu 
Persyaratan 

PasaJ 8 

a. Koperasi yang disyahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012 dan mempunyai usaha baik Simpan Pinjam, penyaluran 
bahan-bahan kebutuhan pokok/jasa anggota yang sudah berjaJan; 

b. Mempunyai anggota aktif, usaha yang layak dan telah melaksanakan 
Rapat Anggota Tahunan; 

c. Pengurus sanggup bertanggung jawab at.as penggunaan dan 
pengembalian yang dipakai usaha Koperasi dengan membuat surat 
pemyataan bcrmatcrai Rp. 6.000,-; 

d . Mengajukan proposal ke Bupati melalui Oinas dengan dilampiri : 
1. Foto copy Badan Hukum Kopcrasi; 
2 . Foto oopy jaminan Sertifikat Tanah; 
3 . Foto copy Surat Ijin Usaha Pcrdagangan (SJUP) , Tanda Daftar 

Perusahaan (TOP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

4. Pas foto berukuran 3 x 4 terbaru 3 lembar (ketua koperasi); 
5 . Susunan Pengurus dan Pengawas yang masih berlaku dan diketahui 

D.inas; 
6. Foto copy ICTP Pengurus; 
7 . Surat Keterangan Dom ism; 
8. Laporan Neraca dan Rugi Laba 2 tahun berakhir; 
9 . Pa.kta lntcgritas. 

(2) Usaha Kecil Dan Menengah 
a. Pemohon pinjaman modal kerja mengajukan proposal pcrmohonan 

pinjaman modal kerja kepada Bupati melalui KepaJa Dinas ; 
b. Proposal Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus 

dilampiri berkas sebagai berikut : 
I . Foto copy Karlu Tanda Penduduk (KTPJ yang masih berlaku dan 

domisili Kabupaten Bojonegoro; 
2 . Foto copy Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Oaftar 

Perusahaan (TOP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
3 . Foto copy Kartu Kcluarga (KK) yang telah dilegalisir; 
4. Pas foto berukuran 3x4 terbaru sebanyak 3 lcmbar; 
5 . Laporan Neraca / Rugi / Laba usaha 2 ( du9 ) tahun terakhir; 

6. Foto copy ja.minan berupa sertifikat tanah; 
7. Pakta lntegritas. 
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c. Proposal pcnnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing
masing rangkap 3 (tiga); 

d . Selain syarat scbagaimana dimaksud pada ayat (2), pertimbangan 
kelayakan pemohon guna mendapatkan pinjaman modal kerja adalah 
sebagai berikut : 
1. Usaha pemohon pinjaman modal kerja adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bojoncgoro. 
2. Adanya tempat usaha yang secara fisik dapat dipertanggungjawabkan 

kepemilikannya scrta cidak scdang dalam scngketa bailc di daJam 
maupun di luar pcngadilan. 

Bagian Kedua 
Plafon Pinjaman 

Pasal 9 
(I) Pinjaman modal kerja yang dibcrikan pada masing-masing penerima 

pinjaman paling sedikit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta 
Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Scrarus Juta 
Rupiah) . 

(2) Besaran jumlah pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diusulkan oleh Kepala Dinas berdasar pcrtimbangan dari Tim Teknis 
dengan memperhatikan bcsaran angsuran yang ada pada Dinas. 

Bagian Ketiga 
Pclaksanaan Pembcrian Pinjaman 

Pasal 10 
{I) Pcrmohonan pinjaman modal kerja scbagaimana dimaksud dalain Pasal 8 

ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dcngan melaksanakan verifikasi dan 
survey laptmgan. 

(2) Verifikasi dan survey lapangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan melaJui pengumpulan data dan informasi untuk mclihat 
kcsesuaian antara permohonan dengan kondisi riiJ di lapangan ditinjau 
dari sisi teknis kelayaknn usaha. 

(3) Hasil dari pelaksanaan vertiftkasi dan survey sebagaimana dimaks ud 
pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Serita Acara dan diJaporkan 
kcpada Kepata Dinas. 

(4) Kepa]a Dinas berdasarkan Serita Acara scbagaimana dimaksud pada ayat 
(3) mengajukan usulan nama dan besaran pinjaman modaJ kerja kepada 
Bupati untuk mcndapatkan penetapan. 

Bagian Kcempat 
PenyaJuran 

Pasal 11 
PenyaJuran pinjaman modal dilaksanakan dengan mekanisme scbagai berikut: 
a. Pcnerima pinjaman modaJ yang Lelah ditctapkan olch Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), membuka rekening tabungan padn 
Kantor Cabang / Cabang Pembantu Lembaga Pcrbankan tcrdekat dan 
mcnyerahkan foto copy rekcning kepada Dinas; 
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b. Penerima pmJaman modal sebagaimana dimaksud huruf a diatas 
membuat Surat Pemyatoan Kesanggupan mengembalikan pinjaman 
modal kerja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta 
menyerahkan jaminan dalam bentuk sertifikat tanah; 

c. Scrtifikat tanah asli yang dijaminkan disimpan pada Lembaga Perbankan 
dan dikembalikan sctelah pelunasan pinjaman; 

d . Oinas meneliti kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana masing• 
masing calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan, selanjutnya 
mengajukan Surat Pennintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pada 
Sadan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Oaerah Kabupaten 
Bojonegoro; 

e. Penyaluran pinjaman modal dilaksanakan sctelah penandatanganan 
Pcrjanjian Kerjosoma antara Lembaga Perbankan scbagai pcnerima Kuasa 
dari Oinas dengan penerima pinjaman; 

r. Penynluran pinjaman modal diu-ansfer langsung ke rekening penerima 
pinjaman oleh Lcmbaga Perbankan; 

g. Jumlah dana pinjaman yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada 
huruf e sesuai dcngan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (4). 

Bagian Kelima 
Jangka Waktu dan Angsuran 

Pasal 12 
(1) Jangka wakru pengembalian pinjaman dilaksanakon dengan siatem 

angsuran bulanan selama 24 (dua puluh cmpat) bulan sejak 
dHandatangani perjanjian kerjasama. 

(2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pado ayat (1) dilakukan 
paling IHmbl:t.l pada tanggal 10 (scpuluh) setiop bulannya melalui LembagA 
Perbankan. 

Pasal 13 
(1) Bcsaran angsuran yang harus dibayar oleh penerima PlllJaman modal 

kerja adalah sejumlah yang ditentukan sccara bersama oleh Dinas dengan 
Lembaga Pcrbankan, berdasarkan Perjanjian Kerjasama. 

(2) Kescpakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindakJanjuti oleh 
Lembaga Perbankan melaJui Perjanjian Kerjasama dengan pencrima 
pinjaman modal kerja. 

BABVIII 
PEMBINMN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Pasal 14 
(1) Dinas mclalui Tim Tcknis Pelaksanaan Kegiatan berkewajiban 

melaksannkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada penerima 
pinjaman modal secnra berkcl.a.rtjutan schingga bermanfaat ba8i 
pcngembangan usahanya. 
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(2) Tim Teknis Pcla.ksanaan Kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya 

kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 

(3) Lcmbaga Perbankan berkcwajiban mclaporkan perkcmbangan rcalisasi, 

angsuran dan tunggakan pinjaman modal, setiap bulan paling lambat 

tanggal 20 (dua puluh) kepada Bupali dengan tembusan Kepala Dlnas. 

BAB Vlll 

PENUTUP 

Pasal 15 

Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tAnggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupnti ini dengon ~nempatanya dalam Serita Oacrah Kabupaten Bojonegoro. 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 21 Mei 2013 

Oitetapkan di Bojoncgoro 
pad a tanggal 21 Mei 2013 

BUPATI BOJOHEGORO, 

lld. 

H. SUYOTO 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO 

nd. 

SOEHADI MOEWONO 

SERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO TAHUN 2013 1'0MOR 22. 

Salinan sesuai dengan aslinyo. 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO, 

4 
0~ ,t;g doEHADI MOEWO~)t.iii=' 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19600131 198603 1 008 


